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ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4268), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010
No.152, TLN No.5178), Keppres RI 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang dipimpinnya. elain menyusun RKA-K/L atas Bagian
Anggaran Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan menyusun RKA-K/L untuk Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Rencana Dana
Pengeluaran-Bendahara Umum Negara (RDP-BUN). enteri/Pimpinan Lembaga
menyusun RKA-K/L dengan menggunakan format RKA-K/L dan sistem aplikasi RKA-K/L
yang memuat rincian alokasi berdasarkan Angka Dasar dan/atau Inisiatif Baru. RKA-K/L
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Perencanaan untuk dilakukan
penelaahan dalam forum penelaahan antara Kementerian Negara/Lembaga,
Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. Dalam hal terjadi perubahan
RKA-K/L berdasarkan hasil kesepakatan dalam pembahasan Rancangan APBN antara
Pemerintah dengan DPR, Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian RKA-K/L
yang disusun berdasarkan pagu anggaran K/L. Dalam hal penyesuaian RKA-K/L
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai inisiatif baru, K/L wajib
melengkapi inisiatif baru tersebut dengan dokumen pendukung. RKA-K/L yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (4) menjadi
dasar penyusunan Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah
Pusat. Seluruh dokumen pendukung RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) dan Pasal 9 ayat (2) dialih dokumen oleh K/L dalam bentuk data elektronik dan
disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.
Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 menjadi dasar bagi penyusunan dan pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu R
104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah
diubah dengan Permenkeu RI 193/PMK.02/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 11 Juli 2011.
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